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ABSTRAK 

Nama   : Mahdayani 

NIM   : 160102007 

Judul Skripsi  : Pemanfaatan Lahan Milik PT. Tusam Hutani Lestari  

  Oleh  Masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo  

  Dalam Konsep Al-Milkiyyah 

Tanggal Sidang : 14 Januari 2021 

Tebal Skripsi  : 64 

Pembimbing I   : Dr. Ridwan Nurdin, MCL 

Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag 

Kata Kunci  : Pemanfaatan Lahan dan Al-Milkiyyah 

 

Kepemilikan merupakan penguasaan terhadap sesuatu yang sesuai dengan 

aturan hukum dan memiliki suatu kewenangan untuk melakukan tindakan 

terhadap apa yang dimiliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan 

hukum. Suatu kepemilikan harta dinamakan dengan hak milik. Dalam wilayah 

Kecamatan Pintu Rime Gayo terdapat pemanfaatan lahan milik PT. Tusam 

Hutani Lestari  yang dimanfaatkan secara seroboh oleh oknum masyarakat. Dari 

substansi masalah tersebut maka fokus penelitian skripsi ini adalah Bagaimana  

izin dan bentuk pemanfaatan lahan yang terjadi pada lahan milik PT Tusam 

Hutani Lestari yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo, 

serta Bagaimana tinjauan konsep Al-milkiyyah terhadap pemanfaatan lahan yang 

dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pintu Rime gayo. Dalam Penelitian ini 

penulis menggunakan metode penelitian deskriftip analisis dan disajikan dengan 

pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data penulis 

menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu 

pelaksanaan dan pemanfaatan lahan milik PT Tusam Hutani Lestari belum 

sesuai dengan aspek-aspek hukum yang berlaku, hal ini  disebabkan karena 

kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat,  sehingga melakukan 

pemanfaatan lahan tanpa adanya izin dari pemilik lahan. Dalam konsep Al-

milkiyyah dijelaskan bahwa hubungan seseorang dengan suatu harta benda yang 

diakui oleh syara’ yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap 

benda itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap benda yang 

dimiliki, oleh sebab itu mengenai pemanfaatan lahan di Kecamatan Pintu Rime 

Gayo belum sesuai dengan konsep al-milkiyyah  yaitu dari segi pemanfaatan 

lahan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan suatu perbuatan yang 

melawan hukum, dikarenakan lahan tersebut adalah milik orang lain. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan 

transliterasinya dengan huruf latin. 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

 Alīf ا
tidak dilam- 

bangkan 

tidak dilam- 

bangkan 
 ṭā’ T ط

Te (dengan 

titik di bawah) 

 ẓa ẓ ظ Bā’ B Be ب
Zet (dengan 

titik di bawah) 

 ‘ ain‘ ع Tā’ T Te ت
Koma terbalik 

(di atas) 

 Ṡa ṡ ث
es (dengan 

titik di atas) 
 Gain G Ge غ

 Fā’ F Ef ف Jīm J Je ج

 Hā’ ḥ ح
ha (dengan 

titik di bawah) 
 Qāf Q Ki ق

 Kāf K Ka ك Khā’ Kh ka dan ha خ

 Lām L El ل Dāl D De د

 Żāl Ż ذ
zet (dengan 

titik di atas) 
 Mīm M Em م

 Nūn N En ن Rā’ R Er ر

 Waw W We و Zai Z Zet ز

 Hā’ H Ha ه Sīn E Es س

 Hamzah ‘ Apostrof ء Syīn Sy es dan ye ش

 Ṣād ṣ ص
es (dengan 

titik di bawah) 
 Yā’ Y Ye ؠ

 Ḍād ḍ ض
de (dengan 

titik di bawah)   
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1) Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A a ـَ

 Kasrah I i ـِ

 ḍammah U u ـُ

 

2) Vokal rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

anntara harkat dan huruf, transliteasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Gabungan Huruf Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai a dan i …يْ ؠ

 fatḥah dan wāw Au a dan u …وْ ؠ

 

Contoh:  

 yażhabu - يذَْهَبُ  

 kaifa - كَيْفَُ 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya erupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harakat dan 

huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …اؠ  …ىؠ
fatḥah  dan alīf atau 

yā’ 
Ā 

a dan garis di atas 

… يْ ْ  kasrah dan yā’ Ī idan garis di atas 

… وْ ْ  ḍammah dan wāw Ū u dn garis di atas 

Contoh: 

 qāla - قاَلَُ 

 ramā - رَمَى 

4. Ta’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua: 

1. Ta’ marbūṭahhidup 

Tā’ marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fatḥah,kasrah 

danḍammah,translterasinya adalah ‘t’. 

2. Ta’ marbūṭah mati 

Ta’ marbūṭahyang mati atau yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah ‘h’. 

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 

tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh:  

الأطَْفلَُ    rauḍ ah al-aṭfāl  - رَوْضَةُ 

- rauḍ atul aṭfāl 

5. Syadddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddahatau tanda tasydīd, dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda syaddahitu. 
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Contoh: 

 al-birr - رَبَّناَ 

 rabbanā - الب رُ  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 

sandang yang diikuti oleh hurufqamariyyah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ digati dengan huruf yang 

sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya, baik diikuti syamsiyyah  maupun huruf qamariyyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata  yang mengikuti dan dihubungkan 

dengan tanda sempang. 

Contoh:  

لُ    ج   ar-rajulu - الرَّ

 asy-syamsu - الشَمْسُ   

 al-qalamu - القلَمَُ   

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangan, karena dalam tulisan 

Arab berupa alīf. 

Contoh:  

نَُّإ ُ   - inna 

رْتُ    umirtu - أ م 

 akala - أكََلَُ 
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8. Penulisaaan kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain 

yang mengikutinya. 

Contoh: 

از ق يْنَُ  ُالرَّ َُلهَ وَُخَيْر  ُاللََّّ  wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn - وَإ نَّ

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

ُالْخَل يْل    ibrāhīm al-khalīl - إ بْرَاه يْم 

- Ibrāhīmul-Khalīl 

9. Huruf kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalm 

transliterasi ini huruf tersebut digunkan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh:  

وْلٌُ  رَس  دٌُإ لاَُّ حَمَّ  Wa mā Muhammadun illā rasul- وَمَاُم 

يْنَُ  ُالْعَالمَ  رَبِّ  ُ َّ  Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn- الحَمْد ُلِلّ 

 Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dupergunakan:  

ُجَمُ   الأمَْر   ُ َّ يْعًالِلّ   -Lillāhi al-amru jamī’an 

   - Lillāhil-amru jamī’an   
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10. Tajwid 

Bagi mereka yang meginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena 

itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 

Catatan: 

 Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 

lainya ditulis sesuai kaidah penerjemah. 

Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, 

seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia  tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Harta sebagai kekayaan yang penting untuk mempertahankan eksistensi 

diri dalam kehidupan manusia, dan juga sebagai sesuatu yang mempunyai 

nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau 

melenyapkannya. Harta memiliki berbagai bentuk, prinsip dasar dalam 

penentuan harta yaitu harus terdapat kesepakatan tentang nilai dan fungsi 

dalam ‘uruf masyarakat, sehingga secara general, harta memiliki beberapa 

bentuk di antaranya mal mubah dan mal ‘am. Demikian juga kepemilikan 

harta diakui baik dalam bentuk milk al-syakhsyi dan milk al-daulah..
1
  

Islam memiliki pandangan yang khusus mengenai masalah harta, 

dimana semua bentuk kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. 

Kepemilikan
2
 dalam Islam merupakan penguasaan terhadap sesuatu yang 

sesuai dengan aturan hukum dan memiliki kewenangan untuk melakukan 

tindakan terhadap apa yang dimiliki selama dalam jalur yang benar dan 

sesuai dengan hukum. Suatu kepemilikan harta dinamakan dengan hak 

milik,baik hak milik individu maupun hak milik negara. 

Hak milik terbagi kepada dua bagian yaitu, hak milik yang sempurna 

(al-milk at-tam) merupakan hak milik terhadap zat sesuatu atau bendanya

                                                           
1
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 73. 

2
Hak  milik berasal dari bahasa Arab al-milk yang berarti penguasaan terhadap sesuatu 

atau Al-milk berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang 

dengan sesuatu harta yang diakui oleh syara’, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan 

khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, 

kecuali adanya halangan syara’ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 

2007), hlm. 31 
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dan  manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak 

yang diakui oleh syara’tetap ada di tangan pemilik, dan hak milik yang tidak 

sempurna (al-milk an-naqish), merupakan hanya memiliki manfaatnya saja, 

karena barangnya miik orang lain, atau memiliki barangnya tanpa manfaat .
3
 

Kepemilikan individu merupakan hukum syariah yang berlaku pada 

barang baik zat (‘ayn) maupun manfaat, yang memungkinkan seseorang 

untuk menggunakan barang tersebut atau mendapatkan kompensasi baik 

karena barangnya diambil manfaatnya oleh orang lain. Hak kepemilikan 

individu merupakan hak syar’i bagi individu. Hak ini dijaga dan diatur oleh 

syariah Islam.
4
 Perlindungan kepemilikan individu adalah kewajiban negara. 

Karena itu, hukum syara’ menetapkan adanya sanksi-sanksi sebagai 

pencegahan bagi siapa saja yang menyalahgunakan hak tersebut. hukum 

syariah menetapkan pula cara-cara atau sebab-sebab terjadinya kepemilikan 

sebagai cara tertentu yang disahkan oleh seseorang untuk memiliki sesuatu. 

Hak kepemilikan individu merupakan hak syar’i bagi individu. Hak ini 

dijaga dan diatur oleh syariah Islam. Perlindungan kepemilikan individu 

adalah kewajiban negara. Karena itu, hukum syara’ menetapkan adanya 

sanksi-sanksi sebagai pencegahan bagi siapa saja yang menyalahgunakan hak 

tersebut. Hukum syariah menetapkan pula cara-cara atau sebab-sebab 

terjadinya kepemilikan sebagai cara tertentu yang disahkan oleh seseorang 

untuk memiliki sesuatu. 

Seiring dengan peningkatan jumlah masyarakat dan aktivitas untuk 

mencari nafkah, penghasilan maka perlu memanfaatkan lahan kearah 

penggunaan yang lebih tinggi daya gunanya maupun meningkatkan potensi 

lahannya
5
. Usaha peningkatan daya guna tersebut menyebabkan terjadinya 

                                                           
3
Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 72 

4
M. Abdul Mannan, Sistem Ekonomi Islam, ( Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 11. 

5
Sasono, Ekonomi Politik Penguasaan Tanah, ( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), hlm 

.49. 
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perubahan penggunaan lahan khususnya lahan milik PT Tusam Hutani 

Lestari. 

Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga sering terjadi 

pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-

masing perlu ada aturan-atauran yang mengatur kebutuhan manusia agar 

manusia itu tidak melanggar hak-hak milik orang lain. Maka, timbullah hak 

dan kewajiban di antara sesama manusia. Hak milik diberi gambaran nyata 

oleh hakikat dan sifat syariat Islam.
6
 

Lahan yang sebelumnya telah digarap seseorang, kemudian ia 

tinggalkan, sehingga menjadi lahan kosong. Terhadap lahan seperti ini ulama 

Syafi’iyah dan Hanabilah menyatakan tidak boleh digarap orang lain, karena 

lahan itu sebelumnya telah digarap seseorang, sekalipun setelah itu ia 

tinggalkan kosong. Lahan seperti itu termasuk ke dalam kategori yang telah 

menjadi milik orang lain. Akan tetapi, lahan seperti itu boleh digarap orang 

lain, selama penggarapan sebelumnya tidak diketahui, dan lahan itu berada 

jauh dari pemukiman penduduk. Ulama Malikiyah menyatakan lahan yang 

telah berubah menjadi lahan kosong, sehingga tidak terurus boleh digarap 

orang lain. 

Fenomena pemanfaatan  lahan pada tempat usaha menjadi 

permasalahan yang sangat kompleks saat ini, seperti yang terjadi di 

Kecamatan Pintu Rime Gayo. Banyak masyarakat yang menguasai lahan 

milik PT Tusam Hutani Lestari secara individu  tanpa izin dari pihak 

perusahaan tersebut, hal ini menimbulkan konflik antara masyarakat sekitar 

dan perusahaan itu. Masyarakat meyakini bahwasanya lahan tersebut 

merupakan warisan dari leluhur mereka dan menyatakan bahwa dirinya 

merupakan penduduk asli desa dan memiliki hak atas desa yang dimaksud.
7
 

                                                           
6
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.31. 

7
Hasil wawancara dengan Riskanadi, penggarap lahan, pada tanggal 19 April 2019 di 

Desa Ali-Ali Bener Meriah 



4 
 

 

Salah satu masyarakat beranggapan bahwa PT tersebut telah melakukan 

pelepasan lahan sehingga masyarakat mengatakan alasannya untuk 

menggarap lahan tersebut dikarenakan perusaahan PT Tusam Hutani Lestari 

sudah lama tidak beroperasi dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai 

pemasok bahan baku kayu.
8
 Tetapi pihak perusahaan tersebut mengatakan 

pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin atau surat apapun tentang 

pelepasan lahan milik PT Tusam Hutani Lestari kepada masyarakat.
9
  

Persoalan penetapan tanah  ini sering kali menjadi awal sengketa antara 

perusahaan dan masyarakat yang telah menguasai tanah tersebut sejak lama, 

sehingga dalam hal ini sengketa yang muncul adalah antara masyarakat 

dengan perusahaan akibat saling mengklaim penguasaan  tanah. Lahan yang 

seharusnya digunakan untuk menyediakan dan memasok bahan baku kayu 

kepada industri hasil hutan, yaitu PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) malah 

digunakan masyarakat untuk kepentingan pribadinya. Masyarakat menggarap 

lahan tersebut sebagai lahan pertanian dengan dalih tumpang sari, akan tetapi 

pada kenyataannya pohon damar yang ada di kawasan tersebut sudah mulai 

gundul akibat dibabat oleh masyarakat yang menggarap lahan tersebut. 

Pemanfaatan
10

 lahan tersebut digunakan masyarakat untuk lahan pertanian  

seperti kebun nanas, kebun jeruk dan kebun kopi ataupun tanaman-tanaman 

muda (cabai, serai, dan sayur-sayuran).  

Lahan ini juga dimanfaatkan masyarakat sebagai permukiman oleh 

warga sekitar, terdapat banyak masyarakat yang membangun rumah di atas 

tanah milik . Kemudian masyarakat juga menggarap lahan tersebut untuk 

digunakan sebagai tempat wisata. Hal ini menyebabkan permasalahan 

penguasaan lahan secara sepihak oleh oknum masyarakat. 

                                                           
8
Hasil wawancara Bapak Muslim, penggarap lahan, Tanggal 19 April 2019. 

9
Hasil wawancara Bapak Ivan Astafan Manurung, manager PT  Tusam Hutani Lestari, 

pada tanggal 30 April 2019. 
10

Hasil wawancara Bapak Syahrial,  Kepala Mukim Kecamatan Pintu Rime Gayo, pada 

tanggal 22 April 2019. 
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Kondisi hutan damar yang ada di Kecamatan Pintu Rime Gayo saat ini 

semakin memprihatinkan, selain dikuasai oleh oknum warga,  hutan damar 

ini sebagian telah dirusak dengan cara di bakar. Beberapa pihak yang tidak 

bertanggung jawab sengaja membakar hutan untuk diajdikan lahan 

perkebunan, pemukiman, dan yang lainnya. Dampak akibat kerusakan hutan 

dapat menimbulkan berbagai bencana seperti terganggunya siklus air di 

Kecamatan Pintu Rime Gayo hal ini menyebabkan tanah menjadi kering 

sehingga sulit bagi tanaman untuk hidup, mengakibatkan banjir dan erosi 

tanah, dan juga mengakibatkan kekeringan.  

Berdasarkan permasalahan di atas, faktor inilah yang mendorong 

penulis untuk melakukan penelitian mengenai “Pemanfaatan Lahan Milik 

PT Tusam Hutani Lestari Oleh Masyarakat Kecamatan Pintu Rime 

Gayo Dalam Perspektif Konsep Al-Milkiyyah”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sesuai dengan topik yang dimaksud, yaitu: 

1. Bagaimana bentuk pemanfaatan lahan yang terjadi pada tanah milik PT 

Tusam Hutani Lestari yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pintu 

Rime Gayo? 

2. Bagaimana tinjauan konsep Al-Milkiyyah terhadap pemanfaatan lahan 

yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pintu Rime gayo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui  bentuk pemanfaatan lahan yang terjadi pada tanah 

milik PT Tusam Hutani Lestari yang dilakukan oleh masyarakat 

Kecamatan Pintu Rime Gayo. 

2. Untuk mengetahui tinjauan konsep Al-Milkiyyah terhadap pemanfaatan 

lahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo. 
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D. Penjelasan Istilah 

Untuk lebih mudah memahami pembahasan ini, terlebih dahulu 

diberikan penjelasan yang terdapat dalam tulisan ini. Istilah-istilah tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan Lahan 

Menurut KBBI, pemanfaatan adalah kata imbuhan yang berasal dari kata 

dasar “manfaat”. Dapat diartikan “manfaat” ialah guna, faedah. Sedangkan 

pemanfaatan adalah proses, cara, atau perbuatan manusia dalam 

menggunakan sesuatu. Adapun pengertian lahan akan dijelaskan oleh 

penulis pada bab II halaman 30. 

2. Al- Milkiyyah (Kepemilikan atau Hak Milik) 

Al-Milk yang berarti  kepemilikan atau hak milik. Secara etimologi Al-

Milkiyyah  diartikan dengan penguasaan seseorang terhadap harta
11

. Al-

Milkiyyah adalah pengkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh 

mengambilnya dan menjadikan pemiliknya bisa menjadikan harta tersebut 

sebagai miliknya kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan syara’. 

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa 

hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan antara manusia dengan 

harta bendanya yang ditetapkan oleh syara’, yang memberikan kekhususan 

sehingga memungkinkan pemiliknya untuk mengambil manfaat atau 

melakukan tasarruf atas harta tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan 

oleh syara’. 

3. Perusahaan PT. Tusam Hutani Lestari 

Dalam penjelasan pembentuk undang-undang mengemukakan 

perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan, secara tidak 

terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu untuk mencari 

                                                           
11

Wahbah al-Zuhaili, al Fiqh al Islami wa Adillatuhu, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al-

Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 449. 
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laba.
12

Menurut Molengraaff perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang 

dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh 

penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau 

mengadakan perjanjian perdagangan.
13

 

Pengertian perusahaan menurut Molengraaff tidak menekankan 

perusahaan sebagai sebuah kegiatan atau hanya terkhusus jenis usaha saja. 

Walaupun dalam pengertian tersebut telah memiliki aspek hukum 

perusahaan yaitu perusahaan yaitu berupa perjanjian dengan pihak lain. 

Perseroan terbatas menurut pasal 1 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1995 tentang 

perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan 

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang selutuhnya 

terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 

undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
14

 

PT Tusam Hutani Lestari Merupakan perusahaan besar yang bergerak di 

hutan industri di empat Kabupaten di Aceh. Salah satunya terdapat di 

Kabupaten Bener Meriah tepatnya di Kecamatan Pintu Rime Gayo. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang 

sudah dilakukan sebelumnya untuk menghindari kesamaan dalam 

melakukan penelitian seputar masalah yang telah diteliti sehingga terlihat 

jelas bahwa kajian ini merupakan pengulangan atau dipublikasi dari kajian 

yang telah ada. Maka penulis merasa perlu untuk menelaah dan mengkaji 

beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan yang 

dibahas. Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, belum ada karya ilmiah 

                                                           
12

Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 

14. 

13
Molengraaff dalam Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, 

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 7. 

14
Abdul Rasyid Saliman, dkk, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2006), hlm. 111. 
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yang terkait dengan masalah tentang Pemanfaatan Lahan Milik PT Tusam 

Hutani Lestari Oleh Masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Dalam 

Konsep Al-Milkiyyah. 

Seperti halnya penelitian ini belum pernah dibahas namun ada beberapa 

tulisan yang berkaitan denggan judul skripsi yang penulis teliti. Adapun dari 

beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan 

diatas antara lain yaitu: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Husnul Mirzal, Mahasiswa Fakultas Syariah 

dan Hukum Uin Ar-Raniry dengan judul “ Penggunaan Fasilitas Umum 

Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Milk Al-

Daulah Dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 Tentang 

Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Suatu Penelitian 

Kecamatan Syiah Kuala).”
15

 Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk 

mengetahui sanski terhadap penggunaan fasilitas umum untuk 

kepentingan pribadi bertentangan dengan konsep Milk Al-Daulah dan 

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007, perbuatan ini 

menghilangkan hak masyarakat umum dan menimbulkan berbagai 

permasalahan sosial. 

2. Penelitian yang ditulis oleh Yayang Setiani, Mahasiswi Fakultas Syariah 

Dan Hukum Uin Ar-Raniry dengan judul “Pengalihan Hak Pakai Atas 

Tanah PT. Kai Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang 

Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (Studi Kasus di Kecamatan Padang 

Tiji)”.
16

 Skripsi tersebut membahas tentang praktek pengalihan hak pakai 

tanah milik PT. KAI yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Padang 

                                                           
15

Husnul Mirzal,  Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki 

Lima Dalam Perspektif Milk Al-Daulah Dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 

Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Skipsi, (Banda Aceh: UIN Ar-

Raniry,  2012). 
16

Yayang Setiani, Pengalihan Hak Pakai Atas Tanah PT. Kai Ditinjau Menurut Hukum 

Islam Dan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (Studi Kasus di Kecamatan 

Padang Tiji), Skipsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry,  2018). 
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Tiji dilakukan dengan proses menyewakan kembali, dan tanpa mengikuti 

prosedur hukum dan perjanjian yang jelas. Penyebab hal ini terjadi 

karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak PT. KAI 

cabang Aceh. Dari segi hukum Islam, bahwa pengalihan tersebut harus 

dengan adanya izin dari pemerintah. 

3. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Joni Bin Asnawi mahasiswa 

Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry dengan Judul 

“Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh Kecamatan Krueng 

Barona Jaya Menurut Konsep Ihya Al-Mawat”.
17

 Didalamnya 

membahas tentang bagaimana prosedur perolehan izin pemanfaatan 

tanah negara di sekitar DAS Kruang Aceh yang dilakukan oleh 

masyarakat Krueng Aceh Barona Jaya Aceh Besar. Maka dapat di 

ketahuin Islam memperbolehkan tanah milik negara untuk dimanfaatkan 

dengan tujuan menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat 

yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat. 

4. Penelitian yang ditulis oleh Muh. Risky, Mahasiswa Fakultas Sains Dan 

Teknologi Universitas Uin Alauddin Makassar dengan judul “Analisis 

Pemanfaatan Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun Terhadap 

Kondisi Ekonomi Masyarakat Petani Di Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa
18

”. Skripsi tersebut membahas tentang perubahan 

fungsi dari lahan pertanian ke lahan non pertanian. Fenomena yang 

terjadi adalah alih fungsi lahan (konversi lahan, Fenomena tersebut akan 

berdampak pada produktivitas pertanian dan perubahan kondisi sosial 

ekonomi masyarakat petani dalam hal ini penurunan tingkat 

kesejahteraan karena kehilangan tempat mata pencaharian. 

                                                           
17

Muhammad Joni Bin Asnawi,  Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh 

Kecamatan Krueng Barona Jaya Menurut Konsep Ihya Al-Mawat, Skripsi (Bnada Aceh: UIN 

Ar-Raniry, 2016). 
18

Muh. Risky. Analisis Pemanfaatan Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun 

Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Petani Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, 

Skripsi (Makassar: Uin Alauddin, 2017). 
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5. Penelitian yang dilakukan oleh Arief Budiono, Mahasiswa Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Analisis 

Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten 

Sukoharjo.”
19

 Skripsi tersebut membahas tentang perubahan penggunaan 

lahan dari lahan pertanian dan lahan yang  dibangun menjadi daerah 

perkotaan, ahli fungsi lahan ini adalah pembangunan yang tidak merata 

yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan Rencana Umum 

Tata Ruang Kota (RUTRK) yang telah ditetapkan. Hal tersebut menjadi 

penghalang atau penghambat dalam pelaksanaan penataan ruang kota. 

6. Karya ilmiah yang ditulis oleh  karya  Mike Indah Natasha, Mahasiswa 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta“Pemanfaatan 

Lahan Terlantar Dalam Upaya Mendukung Ketahanan Pangan 

(Tinjauan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam)”.
20

 Skripsi ini 

untuk mengkaitkan pemanfaatan lahan terlantar untuk kepentingan 

ketahanan pangan. Indonesia cukup besar  mengimpor bahan-bahan 

pangan yang berimbas pada fluktuasi harga akan kebutuhan pangan. 

Salah satu solusi yang bisa ditawarkan untuk mendukung ketahanan 

pangan tersebut adalah dengan memanfaatkan lahan terlantar yang ada 

dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan 

lahan terlantar terkait ketahanan pangan menurut hukum positif 

indonesia dan bertujuan untuk mengetahui pengelolaan lahan terlantar 

terkait ketahanan pangan menurut hukum islam. 

7. Jurnal yang ditulis oleh Sarmiana Batubara, “Kepemilikan Relatif (Al-

Milkiyyah Al-Muqayyadah) Privat dan Publik Dalam Ekonomi Islam.”
21

 

                                                           
19

Arief Budiono, Analiis Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Sukoharjo, 

Kabupaten Sukoharjo, Skripsi (Surakarta:Universitas  Muhammadiyah , 2008). 
20

Mike Indah Natasha, Pemanfaatan Lahan Terlantar Dalam Upaya Mendukung 

Ketahanan Pangan (Tinjauan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam), Skripsi (Surakarta: 

Universitas Muhammadiyah, 2016). 
21

Sasmiana Batubara, Kepemilikan Relatif (Al-Milkiyyah Al-Muqayyadah) Privat dan 

Publik Dalam Ekonomi Islam, Jurnal Stai Barumun Raya. 
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Jurnal ini membahas tentang wawasan Alquran dan Sunnah tentang 

kepemilikan khusunya kepemilikan relatif (al-milkiyyah al-muqayyadah) 

baik kepemilikan privat (pribadi) maupun kepemilikan publik (umum). 

Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan dapat disimpulkan 

bahwasanya belum adanya penelitian tentang pemanfaatan lahan milik negara 

oleh PT Tusam Hutani Lestari menurut perspektif Al-Milkiyyah. Oleh karena 

itu,  penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut. 

F. Metode Penelitian 

Metode merupakan suatu cara atau langkah-langkah yang dilakukan 

dalam suatu proses penelitian. Sedangkan penelitian adalah upaya dalam 

bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan 

prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan 

kebenaran. Dalam melakukan penelitian tentunya memerlukan data-data yang 

lengkap ataupun data yang akurat serta mempunyai metode dan cara tertentu 

sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti.  Untuk mencapai tujuan 

penelitian penulis menggunakan beberapa hal yaitu: 

1.  Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini  

menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian 

yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian 

kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang 

berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan 

pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi sehingga 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat 

diterapkan pada berbagai masalah. Jadi penelitian deskriptif merupakan 

kegiatan penelitian yang memberikan gambaran suatu peristiwa atau gejala 

secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.
22

 Dengan jenis 

                                                           
22

 Sugiyono, Memahami Penelitian, (Bandung: CV Alvabeta, 2005) hlm.2 
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penelitian ini, peneliti mencoba mendiskripsikan mengenai tinjauan konsep 

al-milkiyyah terhadap pemanfaatan lahan milik PT Tusam Hutani Lestari di 

Kecamatan Pintu Rime Gayo. Penelitian ini menggunakan data kualitatif. 

Data kualitatif yaitu suatu prosedur data penjelasan dan memberikan 

gambaran berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang 

berprilaku yang dapat dimengerti. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dipilih sebagai 

tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 

penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini lokasi penelitiannya 

adalah di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, yang 

menjadi fokus untuk mendapatkan data terkait penelitian ini yaitu Kampung 

Negeri Antara. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari objek 

penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, 

peristiwa dan lain sebagainya.
23

 Populasi dalam penelitian ini adalah lahan 

yang dimanfaatkan oleh masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo.  Sampel 

penelitian adalah bagian dari anggota populasi untuk dijadikan sebagai 

bahan penelaahan dengan harapan contoh yang diambil dari populasi 

tersebut dapat mewakili (representative) terhadap populasinya. Sampel 

dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat dalam pemanfaatan 

lahan di Kecamatan Pintu Rime Gayo. 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan 

sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumber 

data yang ada di lapangan, atau data yang diperoleh langsung dari objek 

                                                           
23

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Grup, 2005), hlm 99. 
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penelitian yang berasal dari observasi dan  wawancara. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan 

penelitian dari sumber-sumber yang telah ada dan data ini digunakan untuk 

mendukung informasi dari data primer yang telah diperoleh dengan 

menggunakan buku bacaan dari pustaka, jurnal, artikel yang terkait dengan 

objek penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta 

untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data yaitu: 

a. Wawancara 

 Wawancara (interview) adalah sebuah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 

muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang 

diwawancara.
24

 Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data 

menggunakan teknik wawancara, yaitu dilakukan dengan berhadapan secara 

langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak 

pemberi informasi yang mempunyai peran penting dalam bidang yang 

diteliti. Teknik wawancara yang dilakukan disini adalah dengan cara 

pengumpulan data dengan percakapan langsung antara penulis dengan 

masyarakat yang memanfaatkan lahan milik PT Tusam Hutani Lestari di 

Kecamatan Pintu Rime Gayo. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara 

dengan salah satu staf Kantor Camat Pintu Rime Gayo sebagai informan, 

dan penulis juga melakukan wawancara dengan Aparat Desa Negeri Antara 

dan Kepala Mukim Desa Datu Derakal, dan juga antara penulis dengan 

Pihak PT Tusam Hutani Lestari sebagai informan yang bertugas di bidang 

manager administrasi . 
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b. Data Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa informasi yang 

diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada atau catatan tersimpan baik 

berupa catatan transkip, buku, surat kabar, agenda, foto dan sebagainya. 

Data dokumentasi pada penelitian ini adalah data terkait Pemanfaatan 

Lahan Milik PT tusam Hutani Lestari Oleh Masyarakat Kecamatan Pintu 

Rime Gayo Dalam Konsep Al-Milkiyyah. 

Pada proses pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian 

perpustakaan (library research).  

a.  Penelitian Lapangan (Field Research)  

Merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitik 

beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara mengadakan 

penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dengan meninjau 

latar belakang bagaimana bentuk pemanfaatan lahan milik PT Tusam 

Hutani Lestari oleh oknum masyarakat. 

b. Penelitian Perpustakaan (Library Research) 

Dalam suatu rancangan penelitian yang baik, penulis perlu untuk 

menyertakan hasil kajian penelusuran bahan-bahan kepustakaan dan 

penelitian yang dilakukan dengan menggunakan buku-buku bacaan 

sebagai landasan untuk mengambil data yang berkaitan dengan masalah 

yang akan diteliti. Karena penulis harus menyiapkan kerangka konsepsi 

penelitian serta memberikan alasan yang kuat dari kacamata teoritis, 

teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan 

perbedaan  atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis 

teliti. Pada penelitian ini, bentuk library research yang dilaksanakan 

oleh penulis dengan cara membaca skripsi, jurnal, buku-buku, artikel dan 

internet, maupun data-data dalam bentuk pustaka lainnya yang ada 

hubungannya dengan permasalahan skripsi ini. 



15 
 

 

6. Objektivitas dan Validitas Data 

Validitas merupakan hal yang berkaitan erat dengan derajat 

ketepatan, antara data objek sebenarnya dengan data penelitian yang ada di 

lapangan. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang 

disampaikan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

objek penelitian.
25

 

Tujuan penelitian adalah untuk menyesuaikan kesimpulan teoritis 

dengan keadaan dilapangan sehingga menghasilkan validitas internal 

penelitian.
26

 Untuk menjamin validitas internal ini, penulis membutuhkan 

alat bantu dalam penelitiannya. Instrumen yang digunakan oleh penulis 

disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan, seperti alat 

tulis dan kertas untuk mencatat hasil wawancara yang diperoleh dari 

informan, alat perekam untuk merekam suara atau informasi yang 

disampaikan oleh informan, serta menyediakan daftar pertanyaan agar 

wawancara yang dilakukan lebih terarah dan konsisten pada topik 

penelitian. 

7. Teknik Analisis Data 

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data 

tersebut penulis analisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu “metode 

penelitian yang bertujuan menggambarkan secara objektif dan kritis dalam 

rangka memberikan yang dihadapi sekarang”. 

Selanjutnya data-data yang dikumpulkan penulis akan melakukan 

pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil 

wawancara dan observasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis 

klarifikasikan dengan memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing 
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 Sumadi, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2006), 

hlm.299 
26
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Psikologi UGM, 1998), HLM. 136. 
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pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan memperlihatkan 

berbagai hasil temuan.  

Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan 

kesimpulan
27

. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek 

penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan 

hasil dari penelitian ini. 

8. Pedoman Penulisan 

Adapun yang menjadi pedoman ataupun referensi dalam menulis 

skripsi ini  adalah buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2018 revisi 2019. 

G. Sistematika Penulisan 

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika 

penulisan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi 

ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, dimana menjelaskan secara umum latar belakang masalah yang 

ingin dibahas. Rumusan masalah, merupakan inti dari permasalahan agar 

mempermudah masalah yang ingin dibahas. Tujuan penelitian, untuk 

mengetahui secara umum masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya. 

Penjelasan istilah, menjelaskan istilah-istilah yang ilmiah agar lebih mudah 

dipahami. Metodologi penelitian, merupakan cara yang diambil oleh penulis 

dalam membuat skripsi ini, dan sistematika pembahasan. 

Bab dua merupakan landasan teori tentang konsep pemanfaatan 

lahan dan Al-Milkiyyah. Landasan teori yang terdiri dari pengertian dan 

dasar hukum Al-milkiyyah, jenis-jenis kepemilikan (al-milkiyyah) dan 

pembatasan kepemilikan dan batasan-batasan kepemilikan. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 252. 
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Bab tiga merupakan pembahasan umum yang meliputi hasil 

penelitian mengenai gambaran umum tentang Kecamatan Pintu Rime Gayo, 

gambaran umum tentang lahan PT Tusam Hutani Lestari, bentuk 

pemanfaatan lahan yang terjadi pada tanah milik PT Tusam Hutani lestari 

oleh masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo, tinjauan konsep Al-

Milkiyyah terhadap pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh  masyarakat 

Kecamatan Pintu Rime Gayo.  

Bab empat merupakan penutup dalam bab tersebut penulis 

merumuskan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan mengajukan 

beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan. 
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BAB DUA 

KONSEP PEMANFAATAN LAHAN DAN KAITANNYA 

DENGAN AL-MILKIYYAH 

A. Konsep Al-Milkiyyah  

1. Pengertian dan Dasar Hukum Al-Milkiyyah 

Secara bahasa, kepemilikan dalam bahasa Arab adalah milkun yang 

berarti “milk atau kepemilikan” yang mempunyai arti menguasai, memiliki, 

yang secara etimologi memiliki pengertian sebagai hubungan seseorang 

dengan suatu harta benda yang diakui oleh syara’, yang menjadikannya 

mempunyai kekuasaan khusus terhadap benda itu, sehingga ia dapat 

melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali apabila ada 

halangan syara’i.
28

 

Menurut T.M Hasbi as-Shiddieqy menjelaskan bahwa pengertian 

milik menurut bahasa yaitu:      ْ

الشيء والقدرة عل الا ستبداد به   اءاحي                         

Artinya: Menguasai sesuatu dan mampu bertindak hukum terhadapnya”
29

 

Maka secara bahasa dapat disimpulkan bahwa milk berarti 

pengkhususan suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum 

terhadap benda tersebut sesuai dengan keinginannya selama tidak adanya 

halangan syara’  serta menghalangi orang lain untuk bertindak hukum 

terhadap benda tersebut. Artinya sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, 

dalam artian hanya dirinya yang berhak melakukan penguasaan, sehingga 

orang lain tidak bisa bertindak dan memanfaatkannya. 
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Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Konstektual. (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2002) hlm. 53. 
29

T.M Hasbi as-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 
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Sedangkan secara terminologi al-milk ialah penguasaan seseorang 

terhadap harta dan berkuasa penuh terhadapnya yakni bebas mengambil 

manfaat terhadapnya. Secara terminologi, al-milk didefinisikan oleh 

Muhammad Abu Zahrah sebagai bentuk pengkhususan seseorang terhadap 

pemilik sesuatu benda menurut syara’ untuk bertindak secara bebas dan 

bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang 

bersifat syara’.
30

 

Al-Milk secara istilah juga terdapat berbagai definisi yang 

dikemukakan oleh beberapa ulama fuqaha yang mendifinisikan milk 

diantaranya yaitu: 

a.  menurut Muhammad Musthafa al-Syalabi definisi tentang hak milik 

atau al-milkiyyah 

لاءا صاحبه من التصر ف فيه ابتدا ا بالشيء يمنع الخير عنه ويمكن  اختصاص      

لما نع شرعي          

Artinya: “Hak milik adalah keistimewaan (ihtishasb) atas suatu benda yang 

menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan 

pemiliknya ber-tasharruf secara langsung atasnya selama tidak 

ada halangan syara’ ”.
31

 

b. menurut Wahbah Az-Zuhaily mendefinisikan kepemilikan atau milk 

yaitu: 

   اخصاص بالشي ء يمنع الغير منه ويمكن صاحبه من التصرف ا بتداء الا لمانع شرعي     
Artinya: Keistimewaan (istishash) terhadap sesuatu yang menghalangi 

orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasharuf  

secara langsung kecuali ada halangan syara’.
32 
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Muhammad Abu Zahrah, al-milkiyah wa Nazariyah al-‘aqd fi al-Syari’ah al-

islamiah, (Mesir: Dar a-Fikr al-Rabi, 1962), hlm.15. 
31
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Persada,2002), hlm.54. 
32

Wahbah Az-Zuhaily, Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Juz 4, (Libanon: Darul Al-Fikr, 
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Dari definisi yang telah disebutkan diatas dapat dipahami bahwa 

kepemilikan atau Al-Milkiyyah adalah suatu keistimewaan yang dimiliki 

oleh seseorang atas suatu benda atau manfaat yang memungkinkannya 

untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut.
33

 

Pada hakikatnya semua harta yang ada di tangan manusia dan alam 

semesta adalah milik Allah SWT, manusia hanya mendapatkan amanah 

sebagai khlifah di bumi untuk mendayagunakan dan memanfaatkannya 

demi kemaslahatan.
34

 Dalam Islam segala harta yang baik dan langit 

maupun di bumi pada hakikatnya ialah milik Allah SWT. Manusia hanya 

bertindak sebagai khalifah di muka bumi, dengan ini mengemban amanah 

untuk memanfaatkannya, melestarikan serta menjaga kelangsungannya 

untuk kemaslahatan bersama. 

Adapun dalil-dalil kepemilikan sebagaimana yang diterangkan 

dalam al-Qur’an diantaranya surat Al-maidah ayat 17:  

(۷۱) ه  آءُ ةِ وَاْلَارْضِ وَماَ بَ يَ نَ هُمَا يََْلُقُ ماَ يَشَ و  وَاِلله مُلْكُ السَّم    ْ  كُلِ  شَيْءٍ   عَلَ  وَالََّٰ
              قَدِيْر
          

Artinya: “Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada 

diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. 

Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. 

Ayat diatas menjelaskan bahwa pada hakikatnya semua hal yang ada 

di langit dan di bumi merupakan kepunyaan Allah. Manusia dengan harta 

yang dimilikinya tidak lain hanya diberi amanah untuk menjaga dengan 

baik. Oleh karena itu hanya Allah yang memiliki seluruh isi langit dan bumi 

yang merupakan pemilik secara mutlak. Hak manusia atas harta benda 

miliknya terbatas pada hak pemanfaatan dan pengurusan sesuai dengan 
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Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 7. 



21 
 

 
 

ketentuan yang telah digariskan Allah sebagai pemilik mutlak alam 

semesta.
35

 

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an surah Al-Hadid 

(57) ayat 2: 

و  تِ وَا  ...لْاَرْضِ لَهُ مُلْكُ ا لسَّم       

Artinya: “kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah-

lah dikembalikan segala urusan”. 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah sebagai penguasa mutlak dan 

hakiki atas segala sesuatu. Kekuasaan-Nya sangat luas dan tidak terbatas, 

mencakup segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Allah pencipta langit 

dan bumi beserta isinya sekaligus sebagai pemilik mutlak dan pengaturanya, 

serta mengetahui seluruh rincian sekecil apapun yang terjadi pada keduanya.  

Sedangkan manusia adalah wakil yang mempunyai hak khalifah atas harta 

benda sebagai pemilik sesungguhnya, sepanjang tidak melanggar aturan-

aturan Allah sebagai pemilik mutlak.
36

 

Adapun hadis yang menjelaskan tentang kepemilikan umum adalah: 

ُ عَنْهُ قاَلَ رَ  مِنَ الصَّحَابةَِ رَجُلٍ  عَنَ وَ  ِ صَلَّ  تُ غَزَوْ :  ضِيَ الّٰ   ُ مَعَ رَسُوْلِ الّٰ   ْسَلَّمَ عَلَيْهِ و  ى الّٰ 

أحمد وأبو داود  رواه. )الْمَاءِ وَالَّنارِ فِْ الْكَلَءِ وَ :  ثٍ فِْ ثَلَ  ءُ الَّناسُ شُركاَ :  لُ يَ قُوْ  فَسَمِعْتُهُ 
                                             (                                    ورجاله ثقت

Artinya: Salah seorang sahabat radhiyaallahu ‘anhu berkata, “ aku 

berperang bersama Rasulullah saw. Dan aku akan mendengar 

beliau bersabda, ‘orang-orang bersekutu dalam tiga hal : 

rerumputan, air dan api,’ (HR Ahmad dan Abu Daud, dan 

perawinya dapat dipercaya). 
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Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya rumput, air, dan api 

adalah kekayaan umum yang secara umum pemanfaatannya tidak boleh 

dimiliki secara individu, dikarenakan fungsi dari kekayaan tersebut 

menyangkut kemaslahatan masyarakat umum. Air, padang rumput dan api 

dilarang untuk dimiliki individu bukan karena jenis bendanya, tetapi karena 

kedudukannya sebagai benda yang dibutuhkan masyarakat umum.
37

 

2. Jenis-Jenis Kepemilikan (Al-Milkiyyah) 

Pembagian jenis-jenis kepemilikan dalam Islam dapat dilihat dari 

beberapa sudut pandang, sebagian membagi kepemilikan berdasarkan sifat 

penguasaan seseorang terhadap suatu harta, yaitu kepilikan sempurna dan 

kepemilikan tidak sempurna
38

, dan ada juga yang membagi kepemilikan 

kepemilikan berdasarkan peruntukan dari suatu kepemilikan tertentu yaitu, 

kepemilikan khusus, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.
39

 

a. Jenis kepemilikan ditinjau menurut sifat penguasaan 

Kepemilikan jika ditinjau menurut sifat penguasaan terhadap suatu 

harta terbagi menjadi dua jenis kepemilikan, yaitu: 

1) Kepemilikan sempurna adalah pemilikan terhadap bendanya 

(dzatnya) dan manfaatnya (hasil) benda secara keseluruhan. 

Dengan kata lain, si pemilik menguasai benda dan manfaatnya 

secara sekaligus. Pembatasan penguasaan hanya dibataskan 

kepada pembatasan yang dilakukan oleh hukum Islam (seperti 

yang diperoleh dengan perkongsian. Kongsi lama lebih berhak 

untuk menuntut kepemilikan suatau benda yang diperkongsikan 

secara paksa daripada kongsi baru dengan syarat membayar ganti 

                                                           
37

Hendri Anto. Pengantar Ekonomi Mikro Islam, (Yogyakarta: Jalasutra, 2003). 
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kerugian).
40

 Seseorang yang memiliki kepemilikan sempurna 

terhadap sesuatu diberi kewenangan dan kebebasan untuk 

menggunakan, mengembangkan, menginvestasikan dan 

memanfaatkan hartanya sesuai dengan yang dia inginkan. 

Kepemiikan ini bersifat mutlak, tidak dibatasi waktu, dan tidak 

bisa digugurkan orang lain.
41

 

2) Kepemilikan tidak sempurna merupakan kepemilikan atas salah 

satu unsur harta, yaitu materi atau manfaatnya saja. Misalnya 

apabila seseorang hanya menguasai materi harta/benda tetapi 

manfaatnya dikuasai oleh orang lain, seperti sawah atau kebun 

seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain 

melalui wakaf, atau rumah yang pemanfaatannya dikuasai orang 

lain, baik melalui sewa- menyewa atau pinjam-meminjam.
42

 

b. Jenis kepemilikan dilihat dari sudut pandang pihak yang berhak 

memanfaatkannya. 

1) Hak milik pribadi (al-milkiyah al-fardiyah), adalah hukum 

syara’yang berlaku bagi zat ataupun manfaat tertentu yang 

memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkan 

barang tersebut, serta memperoleh kompensasi, baik karena 

barang yang diambil kegunaannya oleh orang lain (seperti sewa) 

ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli 

barang tersebut. kepemilikan ini tidak dikaitkan dengan batasan 

waktu, tidak bisa dugugurkan oleh orang lain, hanya bisa 

dipindahtangankan oleh pemilik dengan cara sksd, seperti jual 

beli, dengan cara pewarisan, atau wasiat. Misalnya seseorang 
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memiliki rumah maka ia berkuasa terhadap rumah tersebut, dan 

diperolehkan memiliki rumah untuk dihuni, dijual serta diambil 

keuntungan dari harganya.
43

 Pemiliknya bebas memanfaatkan 

harta tersebut selama tidak merugikan orang lain.
44

 

2) Kepemilikan umum, adalah diizinkan oleh syara’ kepada suatu 

kelompok untuk bersama-sama memanfaatkan barang/benda. 

Benda yang tergolong kedalam kategori kepemilikan umum 

adalah benda yang menurut ketentuan syara’ dimiliki oleh suatu 

kelompok secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh 

seorang saja. Karena milik umum maka setiap individu dapat 

memanfaatkannya namun dilarang memilikinya.
45

  

3) Kepemelikan negara, adalah harta yang ditetapkan Allah SWT 

menjadi hak seluruh kaum muslimin/rakyat, dan pengelolaannya 

menjadi wewenang negara, dimana negara berhak memberikan 

atau mengkhususkan kepada sebagian kaum muslim/rakyat sesuai 

dengan kebijaknnya. Maka pengelolaan oleh negara ini adalah 

adanya kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah untuk 

mengelolanya. Hak milik negara dapat dialihkan menjadi hak 

milik individu jika kebijakan negara menghendaki demikian.
46
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3. Berakhirnya Status Kepemilikan 

a. Akad-Akad Pemindahan Kepemilikan 

Sejumlah akad seperti akad jual beli, hibah, wasiat dan lain 

sebagainya termasuk sumber munculnya kepemilikan yang paling 

banyak dan banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Karena akad-

akad tersebut memerankan aktifitas ekonomi yang mampu memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan manusia melalui jalur transaksi. Adapun sebab-

sebab kepemilikan lainnya bisa dikatakan jarang terjadi di dalam 

kehidupan. 

Akad-akad yang bersifat paksaan yang diberlakukan oleh otoritas 

pengadilan secara langsung mewakili pemilik yang sebenarnya. Terjadi 

pada orang yang mengalami kebangkrutan. Maka pengadilan dapat 

menjual aset-aset berharga milik perusahaan (bersama) jika tidak 

menutupi maka bisa diambil dari pribadi. Pihak yang ingin memiliki 

harta benda itu bisa memilikinya dengan melalui mekanisme akad jual 

beli yang jelas berdasarkan maklumat yang dikeluarkan oleh pihak 

pengadilan. 

Ada 2 (dua) hal yang masuk ke dalam cakupan akad-akad yang 

menjadi sebab kepemilikan secara langsung dalam artian secara nyata 

dan terlihat, yaitu: 

1) Pencabutan kepemilikan secara paksa ada 2 (dua) bentuk: Syuf’ah 

(hak mengambil kepemilikan secara paksa). Menurut 

Hanafiyyah, syuf’ah adalah hak seseorang yang memiliki harta 

tidak bergerak yang berdampingan dengan harta tidak bergerak 

yang dijual tesebut untuk mengambil alih kepemilikannya secara 

paksa dari pihak pembeli dengan cara memberinya ongkos 

perawatan yang telah dikeluarkan oleh pihaknya, dan ongkos 

tersebut diambil dan ditentukan oleh pihak yang satu dari yang 

lainnya.  
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2) Mengambil alih kepemilikan demi kepentingan umum, yaitu 

mengambil alih kepemilikan suatu tanah milik seseorang secara 

paksa dengan memberinya kompensasi sesuai dengan harga yang 

adil untuk tanah itu karena ada kondisi darurat demi 

kemaslahatan umum.
47

 

Pihak yang mengambil alih kepemilikan terhadap harta tidak 

bergerak melalaui cara ini, seseorang itu bisa memilikinya berdasarkan 

akad pembelian secara paksa yang ditetapkan berdasarkan keputusan 

otoritas penguasa. Dengan demikian akad ada yang bersifat persetujuan 

dan kerelaan serta ada juga yng bersifat paksaan namun akadnya jelas. 

Dan kesimpulannya, akad ada dua macam, yang berifat kerelaan atau 

persetujuan dan yang bersifat paksaan atau ketidakrelaan. 

b.  Al-Khalafiyyah (Pergantian Kepemilikan) 

Al-Khalafiyyah adalah seorang individu menjadi pengganti bagi 

seseorang individu yang lain di dalam apa yang dimilikinya. Oleh karena 

itu, ak-Khalafiyyah ada 2 (dua) yaitu, pergantian antara individu dengan 

individu dengan individu yang lain yakni pewarisan, dan individu 

dengan sesuatu yang lain yakni pendendam atau pergantian kerugian. 

Waris merupakan sebab kepemilikan bersifat paksaan yang 

berdasarkan hukum menerima harta yang ditinggalkan. Pendendaan 

adalah penetapan ganti rugi atas orang yang merusakkan milik orang 

lain. Contohnya, berbagai bentuk diyat dan ursy jinaayaat yaitu ganti 

rugi atau kompensasi berbentuk harta yang ditetapkan secara syara’ yang 

menjadi kewajiban pihak pelaku kejahatan berbentuk kekerasan terhadap 

fisik yang bisa melukai  dipihak lain
48

. Dalam kasus ini, maka terdapat 

sistem pergantian terhadap yang dirugikan. Kerugian tersebut dapat 
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diartikan sebagai kompensasi yang diberikan kepada pihak yang 

dirugikan, baik dalam bentuk uang atau yang lainnya. 

c.  Pembatasan dan Batasan-Batasan Kepemilikan 

Harta kekayaan sejatinya adalah milik Allah SWT, manusia 

semuanya adalah para hamba-Nya dan kehidupan yang didalamnya 

manusia bekerja, berkarya dan membangunnya dengan menggunakan 

harta Allah SWT, karena semua itu adalah milik-Nya, maka sudah 

seharusnya harta kekayaan (meskipun terikat dengan nama orang 

tertentu) adalah untuk semua hamba Allah SWT, dan dimanfaatkannya 

untuk kepentingan mereka. 

Harta kekayaan memiliki fungsi sosial yang tujuannya adalah 

menyejahterakan masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan serta 

kemaslahatan-kemaslahatan dari masyarakat itu sendiri. Jadi dengan 

begitu, kepemilikan individu di dalam Pandangan Islam merupakan 

sebuah fungsi sosial. Fungsi sosial tentang kesejahteraan masyarakat. 

Syaikh Abu Zahrah  berpandangan, bahwa tidak ada halangan 

untuk mengatakan bahwa kepemilikan adalah fungsi sosial. Akan tetapi 

harus diketahui bahwa itu adalah harus berdasarkan ketentuan Allah 

SWT, ketentuan para hakim. 

Menurut pendapat Wahbah Zuhaili, sesungguhnya Islam adalah 

sistema yang memang sudah jelas. Kepemilikan individu adalah sebuah 

hak yang dihormati dan dilindungi dalam Islam kecuali pada batasan-

batasan hak individu lain dan kemaslahatan masyarakat umum. Individu 

adalah secara pribadi dilakukan oleh perseorangan, sehingga hak 

miliknya dilindungi.
49
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Maka hak kepemilikan bukanlah fungsi sosial yang dijadikan 

untuk kepentingan kelompok, akan tetapi hak kepemilikan memiliki 

fungsi sosial sebagaimana juga memiliki sifat individual. Penghapusan 

kepemilikan dinilai bertentangan dengan fitrah manusia, berbenturan 

dengan emosi dan kecintaan manusia untuk memiliki serta dianggap 

sebab yang nyata di dalam pembungkaman dan peredupan sebagai energi 

dan potensi manusia, kecenderungan berkarya dan keinginan diri untuk 

maju. 

Dengan kata lain sesungguhnya Islam tidak melarang 

kepemilikan individu secara mutlak, namun jika tidak membiarkannya 

tanpa batas. Boleh sesuatu dimiliki oleh seseorang tetapi orang tersebut 

harus mengetahui bahwa harta itu kepunyaan mutlak dari Allah, 

sehingga ketika diambil oleh-Nya, seseorang tersebut tidak merasa sedih. 

Dalam kepemilikan batasan kepemilikan terdiri atas 3 (tiga), 

yaitu: 

1) Tidak menimbulkan dan kerugian bagi orang lain. Sesungguhnya 

hak-hak yang ditetapkan mudharat dan kerugian bagi orang lain. 

Kemudharatan atau kerugian untuk orang lain, menurut para 

ulama ada 4 (empat) kategori, seperti berikut: 

a) Kemudharatan yang bisa dipastikan terjadi, yaitu 

pentasharufan yang dilakukan seseorang terhadap hak 

miliknya berdampak menimbulkan mudharat bagi orang lain 

yang ketika menggunakan haknya yang diperbolehkan. 

Hukumnya jika memang ia  bisa menggunakan haknya itu 

tanpa menimbulkan mudharat bagi orang banyak, maka 

diperselisihkan. Namun jika tidak, maka tidak boleh. Apabila 

kemudharatan itu hanya menimpa persorangan saja, maka hak 

si pemilik hak lebih diprioritaskan, begitu pula sebaliknya. 
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b) Kemudharatan yang sangat rentan terjadi, yaitu kemudharatan 

yang memang kebanyakan terjadi ketika suatu tindakan 

dilakukan.  

c) Kemudharatan yang besar namun tidak lumrah terjadi, yaitu 

kemudharatan yang unsur kerusakan dan kerugiannya besar 

jika memang kemudharatan itu tidak lumrah terjadi. Oleh 

karena itu, suatu hak tidak bisa dilarang hanya karena adanya 

kemungkinan kemudharatan yang ditimbulkan. 

d) Kemudharatan yang kecil, yaitu terjadinya kemudharatan 

yang ditimbulkan oleh suatu penggunaan hak yang 

diperbolehkan adalah langka atau unsur kerusakan dan 

kerugian yang terdapat di dalam kemudharatan itu adalah 

kecil atau ringan. Kemudharatan itu sama sekali tidak 

diperhitungkan, karena langka terjadi atau ringan. Asal hak 

tidak boleh diabaikan kecuali karena adanya kemudharatan 

yang bisa menimpa orang lain. 

2) Larangan terhadap kepemilikan individu dalam kondisi tertentu. 

Tidak semua harta bisa untuk dimiliki secara individu. Berbagai 

hasil produksi pertanian dan industri, maka individu boleh 

memilikinya. Terdapat 3 (tiga) macam harta yang tidak bisa 

dimiliki secara individu adalah: 

a) Harta kekayaan yang memiliki kemanfaatan umum, seperti 

masjid, sekolahan, jalan, sungai, harta wakaf untuk 

kepentingan sosial dan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang 

fungsinya tidak bisa dicapai kecuali jika statusnya adalah 

milik umum; 

b) Harta kekayaan yang sudah ada secara alamiah, seperti 

barang tambang, minyak bumi, batu, air, rerumputan; dan 
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c) Harta kekayaan yang status kepemilikannya akan berpindah 

dari tangan individu ke tangan negara, atau harta kekayaan 

yang negara memiliki kewenangan terhadapnya. Misalnya 

harta yang masuk ke dalam baitul mal, seperti harta hilang 

atau harta kekayaan orang yang meninggal dunia dan tidak 

ada ahli warisnya.
50

 

 

B. Konsep Pemanfaatan Lahan 

1. Pengertian Lahan  

Lahan merupakan bagian dari bentang lahan yang meliputi 

lingkungan fisik termasuk iklim, topografi atau relief, hidrologi tanah dan 

keadaan vegetasi alami yang semuanya secara potensial akan berpengaruh 

terhadap pemanfaatan lahan.
51

 

Menurut Natohadikusumo  lahan adalah jabaran operasional 

kawasan lahan ialah hamparan darat yang merupakan suatu keterpaduan 

sejumlah sumber daya alam dan budaya. Lahan mengandung sejumlah 

ekosistem dan sekaligus juga menjadi bagian dari ekosistem-ekosistem 

yang dikandungnya. Lahan memiliki ciri-ciri yang unik dibanding sumber 

daya lainnya yakni lahan merupakan sumber daya yang tidak habis, namun 

jumlahnya tetap dan dengan lokasi yang tidak dapat dipindahkan.
52

 

Lahan sebagai fungsi utama yang melandasi kegiatan kehidupan dan 

penghidupan, ia memiliki dua fungsi dasar, yakni fungsi kegiatan budaya 

dimana suatu kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai 

penggunaan, seperti pemukiman, baik sebawai kawasan perkotaan maupun 
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pedesaan, perkebunan hutan produksi, dan lain-lain. Fungsi yang kedua 

adalah fungsi lindung, kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utamanya 

untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang ada, yang mencakup 

sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa 

yang bisa menunjang pemanfaatan budidaya. 

Dari definisi-definisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa  

lahan merupakan faktor produksi yang menentukan pendapatan dan 

kelangsungan hidup keluarga. Penilaian terhadap lahan sangat tinggi karena 

lahan dianggap sebagai bentuk harta yang dengan mudah dilepas dengan 

harga jual yang tinggi. Lahan juga dapat dijadikan sebagai alat untuk 

menigkatkan taraf hidup bagi masyarakat sebagai fungsi ekonomi dan 

fungsi sosial. 

2. Pemanfaatan Lahan Dalam  Islam 

Sistem ekonomi Islam yang mengandung kepemilikan lahan harus 

diatur sebaik-baiknya karena rnemengaruhi kehidupan, Islam mengatur 

secara tegas menolak sistem pembagian lahan secara merata diantar seluruh 

masyarakat sebagaimana yang menjadi agenda agraria. Islam secara tegas 

tidak mengizinkan penguasaan lahan secara berlebihan di luar kemampuan 

mengelolanya karena hukum-hukum seputar lahan dalam Islam memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan adanya perbedaan prinsip dengan sistem 

ekonomi lainnya. 

Mengakui kepemilikan lahan secara individu dibenarkan dalam 

sistem ekonomi Islam apabila tidak ada unsur-unsur yang menghalanginya 

seperti terdapatnya kandungan bahan tambang atau dikuasai oleh negara. 

Kepemilikan dianggap sah secara syari’ah tentunya disertai dengan hak-hak 

untuk mengelola maupun memindahtangankan secara waris atau jual beli, 

sebagaimana kepemilikan lainnya, kepemilikan lahan pun bersifat pasti 

tanpa ada pihak-pihak lain yangdapat mencabut hak-haknya. Negara 
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berperan melindungi harta milik warga negaranya dan melindungi dari 

ancaman lain. Maka kepemilikan atas lahan tentu dapat dilakukan dengan 

prinsip yang sama dengan komoditas lainnya, sehingga lahan dapat dikuasai 

dengan waris, hadiah dan jual beli sebagaimana komoditas lainnya yang 

dapat dilakukan dengan transaksi.
53

 

Politik pertanian menurut pandangan islam berkaitan erat dengan 

politik ekonomi islam dan hal tersebut ditandai dengan adanya jaminan 

tercapainya pemenuhan kebutuhan pokok primer tiap individu masyarakat 

keseluruhan, disertai dengan jaminan yang memungkinkan setiap individu 

untuk memenuhi kebutuhan pelengkap sesuai dengan kadar 

kesanggupannya, sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat 

yang memiliki gaya hidup tertentu. Sedangkan politik pertanian Islam 

adalah hukum-hukum dan langkah-langkah yang ditempuh untuk 

mengoptimalkan pengelolaan tanah pertanian dalam rangka mencapai 

tujuan politik ekonomi Islam yakni mencapainya kebutuhan pokok individu 

masyarakat, dari sinilah dapat dikatakan politik pertanian Islam 

membicarakan hukum-hukum tentang optimalisasi tanah pertanian serta 

upaya meningkatkan produktivitas barang-barang kebutuhan pokok. 

Mekanisme tertentu dalam kepemilikan dan penguasaan tanah secara 

khusus yaitu seperti menghidupkan tanah mati atau dikenal dengan sebutan 

(ihya Al-Mawat), memagari tanah yang belum ada pemiliknya (tahjir), bisa 

juga dengan cara waris, membeli, hibah serta pemberian tanah (iqta) oleh 

negara. Apabila ada lahan kosong yang belum ada pemiliknya kemudian 

seseorang megelolanya dan memagarinya sampai berproduksi maka orang 

tersebutlah yang kemudian menjadi pemilik lahan tersebut. Lahan akan 

menjadi milik dia selamanya jika ia terus mengelola dan tidak 
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membiarkannya kosong, jika dikemudian hari ia membiarkannya kosong 

selama tiga tahun maka kepemilikannya dicabut oleh negara.
54

 

Seperti telah dijelaskan diatas banyak sekali sebab-sebab kepemilikan tanah  

maupun lahan dalam Islam seperti:  

1. Ihraz al-mubahat (penguasaan harta bebas) 

Ihraz al-mubahat yakni cara pemilikan melalui penguasaan 

terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. Al-mubahat 

(harta bebas, atau harta tak bertuan adalah harta benda yang tidak 

termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan 

tidak ada larangan hukum (mani’ syar’i) untuk memilikinya. 

Misalnya ikan di laut, rumput di jalan, hewan dan pohon kayu di 

hutan, dan lain-lain. Pada prinsipnya harta benda sejenis ini untuk tujuan 

dimiliki sebatas kemampuan masing-masing. Perbuatan menguasai harta 

bebas ini untuk tujuan pemilikan, inilah yang dinamakan al-ihraz.
55

 

Menurut Musthofa al-Zarqa’ upaya pemilikan suatu harta melalui 

ikhrazul mubahat yang harus memenuhi dua syarat, yaitu: 

a) Benda itu tidak dikuasai orang lain terlebih dahulu. 

Misalnya seseorang mengumpulkan air hujan dalam satu wadah 

dan dibiarkan, tidak diangkat ke tempat yang lain, maka orang lain tidak 

berhak lagi mengambil air dalam wadah itu. karena air ini tidak lagi 

merupakan benda mubah lantaran telah dikuasai oleh seseorang.  

b) Tamalluk (untuk memiliki) 

Penguasaan harta tersebut dilakukan untuk tujuan dimiliki. Jika 

seseorang memperoleh sesuatu benda mubah, dengan tidak bermaksud 

memilikinya, maka benda tersebut tidak bisa menjadi miliknya. 

Misalnya: seorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah, kemudian 
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ada burung yang terjerat dijaring itu. Apabila  pemburu meletakkan 

jaringnya sekedar untuk mengeringkan jaring, maka ia tidak berhak 

memiliki burung tersebut.
56

 

Menurut Wahbah al-Zuhaily ada empat cara penguasaan harta 

bebas (ihrazul mubahat): 

1) Ihya’ al-mawat (membuka tanah mati) 

Ihya’ al-mawat dalam bentuk asalnya adalah membuka tanah 

yang belum menjadi milik siapapun, atau telah pernah dimiliki 

namun telah ditinggalkan sampai terlantar dan tidak terurus. Hukum 

membuka tanah mati adalah jaiz (boleh) bagi orang Islam, dan 

sesudah dibuka tanah tersebut menjadi miliknya.  

Bila dihubungkan kepada kepemilikan mutlak harta oleh 

Allah, maka ini berarti Allah memberikan kesempatan kepada orang 

yang menghidupkan tanah mati tersebut untuk memilikinya, 

sedangkan harta yang ditinggalkan itu kembali kepada pemilik Allah 

yang kemudian diserahkan kepada penggarap yang datang 

kemudian. 

Islam menyukai manusia yang memperluas pembangunan, 

menghidupkan tanah yang mati dan menandainya dengan sebuah 

tanda atau memagarinya dengan pagar. Jika kemudian dia tidak 

memakmurkannya (menelantarkan), maka gugurlah haknya setelah 

tiga tahun.  

2) Berburu (al-ishthiyad) 

Yakni berburu ikan, mutiara, batu permata, bunga karang, 

serta harta yang diperoleh dari hasil buruan laut lainnya. Maka harta 

tersebut adalah hak milik orang yang memburunya, sebagaimana 

yang berlaku dalam perburuan burung dan hewan-hewan lain. 

                                                           
56

 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Semarang 

Pustaka Rizki Putra, 2009), Hlm.12. 



35 
 

 

Misalnya: berburu dengan binatang yang mempunyai taring atau 

burung yag mempunyai kuku tajam (Anjing dan burung Elang), 

dengan syarat: 

a. Binatang pemburu sudah terlatih 

b. Jika binatang pemburu dpaat menangkap binatang, tidak 

dimakannya, dan hendaklah membaca basmalah sewaktu 

melepasnya. Hal ini berarti bahwa harta yang diperoleh dari 

hasil buruan darat, maka harta tersebut adalah milik yang 

memburunya. Berburu adalah salah satu sebab timbulnya hak 

milik. Akan tetapi, dalam penguasaan secara hukum 

disyaratkan adanya niat untuk berusaha memiliki. 

3) Menguasai kayu bakar dan pohon (al-istila’ ‘ala al-kala’ wa al-

ajam) 

Pengertian al-kala’ adalah rumput yang tumbuh di bumi 

tanpa ditanam untuk pakan binatang. Sedangkan pengertian al-ajam 

adalah pepohonan yang keras yang tumbuh di hutan atau di tanah 

yang tidak dimiliki orang. Setiap orang berhak untuk mengumpulkan 

kayu dan rerumputan di rimba belukar dengan tujuan memilikinya, 

karena pemilik sejatinya hanyalah Allah. 

Rumput menurut pandangan Islam merupakan benda mubah 

bagi semua manusia, dan hukumnya tidak boleh dimiliki walaupun 

tumbuh di tanah milik individu. Pemilik tanah tidak boleh melarang 

orang-orang yang mengambil rumput di tanahnya, karena sttusnya 

tetap dalam kebolehan yang asli (ibahah ashliyah). Adapun ajam 

atau pohon besar dan keras, juga termasuk harta mubah apabila 

tumbuh di atas tanah yang tidak ada pemiliknya. Setiap orang berhak 

untuk menguasainya dan mengambil apa yang dibutuhkannya, dan 

orang lain tidak boleh melarangnya. Apabila seseorang menguasai 

dan menyimpannya maka kayu tersebut menjadi miliknya. Akan 
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tetapi, pemerintah bisa membatasi benda mubah ini dengan 

melarang orang memotong batang-batang pohon, untuk memelihara 

kemaslahatan masyarakat dan melestarikan lingkungan. 

Apabila pohon tersebut berada di tanah milik individu maka 

tidak termasuk harta mubah, melainkan hak milik si pemilik tanah. 

dalam hal ini orang lain tidak dibolehkan untuk mngambilnya 

kecuali atas izin dari si pemilik tanah. hal ini karena tanah tersebut 

dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan pohon tersebut, 

berbeda dengan rumput, yang tidak dikehendaki tumbuhnya oleh si 

pemilik tanah. 

4) Menguasai tambang dan rikaz (kunuz) 

Hanafiah berpendapat bahwa kata rikaz mencakup ma’din 

(tambang) dan kunuz (harta karun), yakni segala sesuatu yang 

tersimpan di perut bumi, baik karena ciptaan Allah maupun karena 

perbuatan manusia. Menurut Malikiyah dan Syafi’iyah, rikaz adalah 

harta yang dipendam oleh orang-orang jahiliah, sedangkan ma’din 

adalah harta simpanan yang ditanam oleh orang-orang Islam.
57

 

Dalam masyarakat bernegara, konsep ihraz al-mubahat 

menjadi terbatas. Yakni terbatas pada harta benda yang didetapkan 

oleh hukum dan peraturang yang berlaku sebagian harta yang dapat 

dimiliki serta bebas. Demi melindungi kepentingan publik 

(almaslahah al-‘ammah) negara atau penguasa berhak menyatakan 

harta benda atau sumber kekayaan alam tertentu sebagai milik 

negara atau dikuasai oleh negara. Misalnya kekayaan tambang, 

pohon kayu di hutan, binatang langka, hutan lindung, cagar alam, 

dan lain sebagainya. Dengan demikian, seseorang tidak lagi bebas 

menebangi pohon kayu di hutan, seseorang tidak boleh menguasai 

atau memiliki tanah atau kebun milik negara kecuali dengan izin, 
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seseorang tidak boleh berburu satwa langka dan lain sebagainya.
58

 Ketentuan ihraz al-mubahat sudah ada sejak masa Rasulullah 

SAW dan khalifahnya, ini terbukti bahwa padang rumput, hutan, 

laut, sumber minyak tanah dan barang-barang sejenis yang berhak 

digunakan bersama secara umum oleh masyarakat dan merupakan 

sumber-sumber yang bersifat alamiyah, langsung dibawah 

penguasaan Khalifah. Cara pemanfaatan dan penggunaannya 

ditetapkan oleh negara sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
59

 

2. Tawallud min mamluk 

Tawallud min mamluk yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah 

dimiliki menjadi hak bagi yang telah memiliki benda tersebut
60

.  Lahirnya 

hak milik yang disebabkan tawallud mim mamluk merupakan hak yang tidak 

dapat diganggu gugat dan merupakan dasar-dasar yang telah tetap. Misalnya: 

bulu domba menjadi milik bagi pemilik sapi.
61

 

Prinsip Tawallud mim mamluk ini hanya berlaku pada harta benda 

yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lain atau baru) 

seperti binatang yang dapat bertelur, beranak, menghasilkan air susu, dan 

kebun yang menghasilkan buah dan bunga-bunga. Benda mati yang tidak 

bersifat produktif, seperti rumah, perabotan rumah dan uang, tidak berlaku 

prinsip tawallud. Keuntungan (laba, sewa, bunga) yang dipungut dari benda-

benda mati tersebut sesungguhnya tidak berdasarkan tawallud, karena 

betapapun rumah atau uang sama sekali tidak bisa berbunga, berbuah, 

bertelur, apalagi beranak.
62
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3. Al-Khalafiyyah (penggantian) 

Yang dimaksud dengan khalafiyyah atau penggantian disini adalah 

penggantian oleh seseorang terhadap orang lain dalam kedudukannya sebagai 

pemilik atas suatu benda atau harta, atau penempatan sesuatu di tempat 

sesuatu yang lain. Khalafiyyah dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Penggantian oleh seseorang terhadap orang lain, yaitu dalam hal 

warisan. 

b. Warisan merupakan sifat dari perpindahan hak milik yang sifatnya 

memaksa, dalam arti tidak perlu menunggu kesediaan ahli waris. 

Seorang ahli waris mau tidak mau harus menerima warisan dari 

orang yang diwarisannya berupa harta peninggalan yang ditinggalkan 

oleh muwaris. Ia (ahli waris) menggantikan kedudukan muwaris 

dalam kepemilikan atas harta yang ditinggalkannya. Dengan 

demikian, ia menjadi pemilik atas harta yang dulu dikuasai dan 

dimiliki oleh muwaris. 

c. Penggantian oleh sesuatu terhadap sesuatu yang lain, yaitu dalam hal 

tadhim atau penggantian kerugian
63

 

d. Ketika seseorang merusakkan atau menghilangkan harta benda orang 

lain, atau pada ta’widh (penggantian kerugian) ketika seseorang 

mengenakan atau menyebabkan penganiayaan terhadap pihak lain. 

Melalui tadhim dan ta’widh ini terjadilah penggantian atau peralihan 

milik dari pemilik pertama kepada pemilik baru. 

 

 

4. Al-‘Aqd 

Yaitu pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara’ 

yang menimbulkan pemgaruh terhadap obyek aqad. Aqad merupakan sebab 
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pemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia 

yang membutuhkan distribusi harta kekayaan, dibandingkan dengan tiga 

pemilikan yang lainnya. Macam-macam aqad antara lain: 

1. Akad lazim, yaitu suatu bentuk akad yang mengikat kedua pihak, 

masing-masing akad tidak boleh membatalkan akad tersebut kecuali 

atas persetujuan pihak lain. 

2. Akad hairu lazim atau akad tabarru’, yaitu suatu akad yang tidak 

mengikat kedua pihak, artinya bahwa setiap akad tersebut dapat 

dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain.
64

 

Dari segi sebab kepemilikan, menurut Musthofa al-Zarqa’ akad 

dibedakan menajdi dua yaitu: 

1) Uqud jabariyah (akad secara paksa) yang dilaksanakan oleh 

otoritas pengadilan secara langsung atau melalui hukumnya. 

Seperti paksaan menjual harta untuk melunasi hutang, kekuasaan 

hakim untuk memaksa menjual harta timbunan dalam kasus 

ihktiyar demi kepentingan umum. 

2) Tamlik jabari (pemilikan secara paksa), deibedakan menjadi dua: 

a) Pemilikan secara paksa atas mal’uqar (harta tidak bergerak) 

yang hendak dijual. Hak pemilikan paksa seperti ini 

dinamakan suf’ah. Hak ini dimiliki oleh sekutu dan tetangga. 

b) Pemilikan secara paksa untuk kepentingan umum. Misalnya 

ketika ada kebutuhan memperluas bangunin masjid, maka 

syari’at Islam membolehkan pemilikan secara paksa terhadap 

tanah yang berdekatan dengan masjid, sekalipun pemiliknya 

tidak berkenan menjualnya, tentunya pemilikan tersebut 

dilakukan dengar harga sedapan yang berlaku. 
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Beberapa sebab kepemilikan yang terdapat di kalangan bangsa 

jahiliyah telah dihapuskan oleh Islam. Seperti dengan jalan peperangan 

sesama sendiri, dengan jalan membudakkan orang yang tidak sanggup 

membayar hutang dan kadaluwarsa atau dengan istilah fiqh dikatakan 

taqadum, yang menimbulkan hak karena daluwarsa.
65

 

3. Peraturan tentang pemanfaatan lahan 

Tanah sebagai bagian permukaan bumi, mempunyai arti sangat 

penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai tempat atau ruang untuk 

kehidupan dengan segala kegiatannya, sebagai sumber kehidupan, bahkan 

sebagai suatu bangsa, tanah merupakan unsur wilayah dalam kedaulatan 

negara. Oleh karena itu, tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai hubungan 

abadi dan bersifat magis relegius, yang harus dijaga, dikelola, dan 

dimanfaatkan dengan baik.
66

Dengan demikian diperlukan penanganan yang 

serius dan seksama. 

Penggunaan lahan harus diesuaikan dengan keadaan dan sifat 

haknya sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan pemilik 

sekaligus bagi masyarakat dan negara. Ketentuan tersebut tidak berarti 

kepentingan umum masyarakat. Kepentingan masyarakat dan kepentingan 

perseorangan harus saling mengimbangi hingga tercapainya tujuan pokok, 

yaitu kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya.
67

 

Dalam arti pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan substansi yang 

akan dituju secara terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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Dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan 

bahwa, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”. Realisasi dari pasal ini dituangkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Dasar Nomor. 5 Tahun 1990 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA), Yaitu negara diberi wewenang untuk mengatur dan 

menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan tanah di wilayah sesuai 

dengan kondisi daerah masing-masing dengan peraturan daerah. Oleh 

karena itu perwujudan penggunaan dan pemanfaatan tanah agar optimal 

harus menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah, maka untuk 

kesesuaian kebutuhan akan tanah telah dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah dan 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. 

Penatagunaan tanah adalah penggunaan dan pemanfaatan tanah yang 

berwujud konsolidasi
68

 (land consolidation) pemanfaatan tanah sebagai satu 

kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil (pasal 33 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007). Salah satu kegiatan penyusunan 

rencana penatagunaan tanah adalah penyajian neraca kesesuaian kegunaan 

dan pemanfaatan tanah pada rencana tata ruang wilayah. Namun dalam hal 

ini peraturan  pelaksanaan dari penatagunaan tanah sampai sekarang belum 

terwujud sebagaimana yang digariskan dalam pasal 33 ayat (5). 
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BAB TIGA 

PEMANFAATAN LAHAN MILIK PT TUSAM HUTANI 

LESTARI DI KECAMATAN PINTU RIME GAYO DALAM 

KONSEP AL-MILKIYYAH 
A. Gambaran Umum PT Tusam Hutani Lestari Di Kecamatan Pintu 

Rime Gayo 

Kecamatan Pintu Rime Gayo adalah salah satu daerah Kecamatan yang 

ada dalam Kabupaten Bener Meriah. Pembentukan Kabupaten Bener Meriah 

berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2003 Tentang pembentukan 

kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebelumnya 

Kabupaten Bener Meriah adalah bagian dari wilayah Kabupaten Aceh Tengah.  

 Kecamatan Pintu Rime Gayo terletak di antara 700-1200 M dari 

permukaan Laut, serta 96° 41, 46 Bujur Timur, 04°, 11 Lintang Utara. 

Temperatur tertinggi pada siang hari berkisar antara 23°C sampai 32°C, dan 

pada malam hari berkisar antara 17°C sampai 21°C, kelembaban relatif rata-rata 

55,5%, yakni kelembaban maximum 75,5%, dan kelembaban minimum 35,2%, 

adapun keadaaan curah hujan rata-rata pertahun berkisar antara 2000-2500 mm, 

hari hujan pertahun berkisar antara 160-180 hari mempunyai bulan basah antara 

4-8 bulan. 

 Adapun batas wilayah Kecamatan Pintu Rime Gayo sebagai berikut: 

a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gajah Putih 

b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bireun 

c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Permata 

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah
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Gambar 1 Denah lokasi Kecamatan Pintu Rime Gayo 

 

Kecamatan Pintu Rime Gayo yang merupakan suatukecamatan yang 

sumber pendapatan masyarakatnya bertumpu dari hasil pertanian. Potensi 

Kecamatan pintu Rime Gayo cukup besar, baik potensi yang sudah 

dimanfaatkan maupun yang belum yang belum dimanfaatkan secara maksimal. 

Potensi yang ada baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya 

perlu terus digali dan dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat secara 

umum.  

 Secara umum potensi Kecamatan Pintu Rime Gayo dapat didiskripsikan 

dengan berbagai aspek yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan 

mata rantai dari sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 

beberapa aspek dimaksud adalah sebagai berikut : 

a. Aspek Ekonomi 

Perekonomian Kecamatan Pintu Rime Gayo secara umum di dominasi 

pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih sangat 

tradisional (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas 

produk pertaniannya). Produk pertanian di Kecamatan Pintu Rime Gayo 

untuk lahan basah (sawah) masih monoton pada unggulan kopi dan 
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sedikit palawija, hal ini diakibatkan adanya struktur tanah yang mungkin 

belum tepat untuk produk unggulan pertanian diluar sentra padi dan 

persoalan mendasar lainnya adalah sistem pengairan yang kurang baik 

sehingga berdampak adanya kekurangan air jika pada saat musim 

kemarau. 

b. Aspek Sosial Budaya 

Kondisi sosial budaya masyarakat ditunjukan masih rendahnya kualitas 

sebagian Sumber Daya Manusia masyarakat Kecamatan Pintu Rime 

Gayo, serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun 

demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan 

dalam pembangunan yang bersifat mobilisasi masa. Disamping itu 

masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo yang cenderung memiliki sifat 

ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong 

budaya transparasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan 

pelaksaan pembangunan. 

c. Aspek Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan Pintu Rime Gayo dalam penyelenggaraan pendidikan saat ini 

belum memadai, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya jumlah 

penduduk yang buta huruf. Sedangkan sarana pendidikan formal juga 

belum memadai. 

 Adapun luas wilayah Kecamatan Pintu Rime Gayo adalah 140,1 Km² 

dan memiliki 23 desa. Berikut adalah tabel jumlah penduduk Kecamatan Pintu 

Rime Gayo kabupaten Bener Meriah berdasarkan pendataan yang dilakukan per 

10 September Tahun 2019. 
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Tabel 1. Data Jumlah Penduduk (sumber: Kantor Camat Pintu Rime 

Gayo) 

No Nama Desa Jumlah KK Jumlah Penduduk 

1 Blang Rakal 352 1.323 

2 Arul Cincin 139 500 

3 Uning Mas 45 376 

4 Bintang Berangun 140 428 

5 Taman Firdaus 80 308 

6 Pantan Sinaku 119 386 

7 Pancar Jelobok 288 899 

8 Ulunaron 67 273 

9 Perdamian 184 728 

10 Arul Gading 340 1.252 

11 Sp. Lancang 135 485 

12 Wih Porak 160 536 

13 Bener  Meriah 102 308 

14 Singah Mulo 316 1.160 

15 Rata Ara 108 434 

16 Musara Pakat 128 430 

17 Musara 58 100 283 

18 Rimba Raya 397 1.419 

19 Pulo Intan 96 303 

20 Gemasih 120 502 

21 Blang Ara 80 299 

22 Negeri Antara 314 1.170 

23 Pantan Lah 69 198 

 Jumlah 3.879 14.000 
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Sarana pendidikan di kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener 

Meriah sebagai berikut: 

Tabel 2. Data Jumlah Instansi Pendidikan (sumber: Kantor Camat Pintu 

Rime Gayo) 

Instansi Pendidikan Jumlah 

Piaud 23 

Taman Kanak-Kanak 5 

SD 23 

SMP Sederajat 5 

SMA Sederajat 6 

Pesantren 7 

 

Sarana kesehatan di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener 

Meriah sebagai berikut: 

Tabel 3. Data Jumlah Instansi Kesehatan (sumber: Kantor Camat Pintu 

Rime Gayo) 

Instansi Kesehatan Jumlah 

Puskesmas 2 

 

Data-data yang peneliti paparkan diatas merupakan data yang bersumber 

dari Kantor Camat Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.
69
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Lahan PT Tusam Hutani Lestari yang berada di Kecamatan Pintu Rime 

Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh merupakan lahan yang berstatus 

milik Prabowo Subianto, dimana lahan tersebut berada dalam pengelolaan dan 

pengawasan PT Tusam Hutani Lestari sebagai pihak yang diberikan 

kewenangan untuk mengelola dan mengawasi lahan yang terletak di Kecamatan 

Pintu Rime Gayo. Oleh karena itulah, PT Tusam Hutani Lestari berhak 

mengelola aset lahan miliknya dengan adanya bukti bahwa pengusahaan lahan 

ini tertuang dalam surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 452/Kpts-II/1992 

Tanggal 14 Mei 1992, jo No. 556/Kpts-II/1997 Tanggal 1 September 1997 

tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan 

seluas ±97.300 Hektare. 

Luas aset lahan milik PT Tusam Hutani Lestari di Kabupaten Bener 

Meriah ±97.300 Hektare yang mencakup  di kawasan Kampung Negeri Antara, 

Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kampung wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, 

lahan yang berada di Kecamatan Pintu Rime Gayo termasuk bagian dari 97.300 

Hektare tersebut merupakan lahan milik PT Tusam Hutani Lestari yang telah 

dimanfaatkan oleh masyarakat. Rata-rata masyarakat memanfaatkan lahan 

tersebut sebagai tempat tinggal dan selain untuk tempat tinggal masyarakat juga 

memanfaatkan untuk lahan pertanian.
70

 

Lahan milik PT Tusam Hutani Lestari beroperasi pertama kali sejak 

tahun 1997 dan bertugas untuk melakukan rebosiasi pohon-pohon pinus yang 

kemudian dimanfaatkan oleh PT Kertas Kraft Aceh (KKA) yang merupakan 

perusahaan pabrik kertas. 
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B. Bentuk Pemanfaatan Lahan Milik PT Tusam Hutani Lestari Oleh 

Masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo 

Perkembangan sebuah wilayah sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan penduduk setempat, baik itu dari segi kualitas maupun dari 

segi kuantitas. Salah satu dampak dari perkembangan yang dirasakan di 

Kecamatan Pintu Rime Gayo adalah seiring dengan bertambahnya jumlah 

penduduk, maka permintaan akan tanah ataupun lahan semakin meningkat. 

Kebutuhan masyarakat akan tanah untuk tinggal dan berbisnis terus ada, 

sementara lahan yang tersedia semakin sempit. Dalam perkembangan tanah 

sebagai sumber daya agraria belum terjamin dan terpelihara manfaatnya 

untuk memenuhi kemakmuran rakyat.
71

 

Keberadaan tanah belum mampu memenuhi kemanfaatan bersama 

dalam konsep fungsi sosial hak atas tanah. Berdasarkan data dari yang 

menyebutkan bahwa ada beberapa wilayah yang sampai saat ini belum 

dimanfaatkan secara baik berdasarkan amanat yang terdapat dalam Pasal 6 

UUPA yang menyatakan bahwa tanah memiliki fungsi sosial hak-hak atas 

tanah yang mewajibkan pemegangnya mempergunakan tanah yang 

bersangkutan sesuai dengan keadaannya, artinya keadaan tanah sifat dan 

tujuan pemberian haknya. Tanah tersebut dibiarkan kosong tanpa adanya 

kegiatan untuk memproduksikan atau memanfaatkan lahan tersebut. Kondisi 

tersebut banyak dialami pada daerah-daerah yang memiliki potensi sebagai 

daerah agraris yang tanahnya sangat produktif dan bernilai ekonomis. Salah 

satu derah yang tanahnya memiliki potensi ekonomi yaitu Kecamatan Pintu 

Rime Gayo. 

Hak pengusahaan lahan ini tertuang dalam surat Keputusan Menteri 

Kehutanan No. 452/Kpts-II/1992 Tanggal 14 Mei 1992, jo No. 556/Kpts-

II/1997 Tanggal 1 September 1997 tentang pemberian Hak Pengusahaan 
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Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas 97.300 Hektare. Berdasarkan 

surat Keputusan Menteri kehutanan tersebut, jelas bahwa  PT Tusam Hutani 

Lestari memiliki hak untuk mengelola lahan hutan yang terletak di 

Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah hingga tahun 2032 

mendatang. Dengan demikian, praktek pemanfaatan lahan di kalangan 

masyarakat setempat oleh perorangan maupun sekelompok orang untuk 

keperluan apapun harus ada landasan haknya. Namun, saat ini pemanfaatan 

lahan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dilakukan tanpa adanya izin 

dari pihak PT Tusam Hutani Lestari. 

Banyak masyarakat yang menguasai lahan milik PT. Tusam Hutani 

Lestari secara individu tanpa izin dari pihak perusahaan tersebut, hal ini 

menimbulkan konflik antara masyarakat sekitar dan perusahaan itu. 

Masyarakat meyakini bahwasanya lahan tersebut merupakan warisan dari 

leluhur mereka dan menyatakan bahwa dirinya merupakan penduduk asli 

desa dan memiliki hak atas desa yang dimaksud.
72

 Berdasarkan kebiasaan 

yang berlaku di masyarakat, jika pihak PT Tusam Hutani Lestari tidak 

menghendaki pemanfaatan lahan, maka harus ada musyawarah terlebih 

dahulu dengan masyarakat dan melakukan negosiasi sampai ada kesepakatan 

antara kedua belah pihak. Faktanya khusus pada persoalan ini pihak PT 

Tusam Hutani Lestari tidak demikian, pihak PT tidak datang langsung untuk 

melarang pemanfaatan lahan.
73

  

Salah satu masyarakat beranggapan bahwa PT tersebut telah 

melakukan pelepasan lahan sehingga masyarakat mengatakan alasannya 

untuk menggarap lahan tersebut dikarenakan perusaahan PT Tusam Hutani 

Lestari sudah lama tidak beroperasi dalam menjalankan tanggung jawabnya 

                                                           
72

Hasil wawancara dengan Riskanadi,  penggarap lahan, pada tanggal 19 April 2019 di 

Desa Ali-Ali Bener Meriah 
73

Wawancara dengan Bapak Ismail (bukan nama sebenarnya), penggarap 

lahan, pada tanggal 30 September 2020 



50 
 

 

sebagai pemasok bahan baku kayu.
74

 Tetapi pihak perusahaan tersebut 

mengatakan pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin atau surat apapun 

tentang pelepasan lahan milik PT. Tusam Hutani Lestari kepada 

masyarakat.
75

  

Kebanyakan masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo memanfaatkan 

tanah untuk membangun beberapa unit rumah, membuka lahan pertanian 

atupun perkebunan serai wangi dan tanaman lain. Alasan masyarakat 

memanfaatkan lahan tersebut karena perekonomian masyarakat yang rendah 

serta harga jual serai wangi yang sangat tinggi sehingga masyarakat berloma-

lomba untuk mencari lahan. Pada sebagian masyarakat hal itu tidak menjadi 

masalah besar karena kurangnya kesadaran sosial masyarakat dalam 

memanfaatkan lahan tersebut.
76

  

Upaya musyawarah telah dilakukan dengan pemerintah desa, 

pemerintah daerah, dan pihak PT Tusam Hutani Lestari itu sendiri untuk 

mengetahui apakah lahan yang saat ini menjadi tanggung jawab PT Tusam 

Hutani Lestari telah dilepaskan kepada masyarakat. Lahan-lahan ini sudah 

banyak yang  dikuasai oleh masyarakat. Upaya musyawarah dilakukan agar 

tidak timbul masalah kedepannya dan dilakukan dalam rencana 

pembangunan kantor Conservation Rescue Unit (CRU) untuk penanganan 

gajah liar serta Islamic Center bantuan dari Arab Saudi, karena perambahan 

ini terkesan PT Tusam Hutani Lestari tidak mau menjaga lahan yang menjadi 

tanggung jawabnya. Pihak Tusam Hutani Lestari sebelumnya telah 
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memberikan ruang kepada sejumlah masyarakat untuk menggarap lahan itu 

dengan cara tumpang sari.
77

 

C. Tinjauan  Konsep Al-Milkiyyah Terhadap Pemanfaatan Lahan Oleh 

Masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo 

Kepemilikan terhadap harta diatur agar tidak terjadi pelanggaran hak 

kepemilikan seseorang oleh orang lain, dikarenakan manusia memiliki 

kecenderungan materialistik terhadap harta. Ajaran Islam mengakui adanya 

hak milik sekaligus mengatur kepemilikan ini seperti jika hak milik 

seseorang telah mencapai batasan yang telah ditentukan maka harus 

didistribusikan kepada orang lain. Penghormatan Islam terhadap hak milik 

tercermin secara nyata, disamping itu perlindungan terhadap keselamatan hak 

milik pribadi pun juga diatur dengan ditetapkannya sanksi terhadap orang 

yang melanggarnya.
78

 

Kepemilikan terhadap harta terkait dengan aturan Allah, manusia 

hanya bertugas untuk mengelola dan menjaga alam semesta sesuai dengan 

perintah Allah. Kesadaran bahwa kepemilikan manusia atau sumber daya 

ekonomi akan dipertanggung jawabkan kepada Allah di akhirat mendorong 

manusia untuk berhati-hati dalam mengelola hak milik. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa Islam memberikan kedudukan yang seimbang antara 

hak milik individu, hak milik kolektif dan hak milik negara. Meskipun hak 

milik ini sangat dilindungi, tetapi ketiganya bukan hak milik yang bersifat 

mutlak. Hak milik dapat berubah dan diubah sesuai dengan tingkat 

kepentingan dan urgensinya, tentunya melalui cara-cara yang dibenarkan. 

Para fuqaha mendefinisikannya dengan berbagai definisi yang 

berdekatan dan dengan substansi yang sama. Hal tersebut dapat didefiniskan 

lebih jelas dengan pengertian bahwa “otoritas atau kewenangan terhadap 
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sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan memungkinkan sang 

pemilik untuk melakukan tasharruf sejak awal, kecuali jika ada penghalang 

secara syar’i”. Apabila seseorang memiliki suatu harta dengan cara yang 

legal dan syar’i maka seseorang tersebut berkuasa terhadap harta yang 

seseorang tersebut miliki. Menjaga dan melakukan tasharruf adalah 

kewajiban dari si pemilik harta ataupun barang tersebut. 

Kekuasaan dan otoritas itu juga menghalangi orang lain untuk 

memanfaatkannya atau melakukan apa saja padanya, kecuali ada pembolehan 

dari syariat yang membolehkannya melakukan hal itu seperti perwakilan, 

wasiat, atau wakalah. Tindakan yang dilakukan oleh seorang wali atau wakil 

tidak berlaku sejak awal, namun berlakunya melalui perwakilan secara syar’i 

dari orang lain. Seorang qashir, gila, dan sejenisnya tetap diakui sebagai 

pemilik harta, namun dilarang untuk melakukan tasharruf  pada hartanya, 

karena seseorang tersebut dianggap kurang atau memiliki ahliyyah untuk itu. 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, PT THL 

merupakan pemilik sah yang berhak mengelola lahan tersebut dengan Surat 

Ketetapan Menteri Kehutanan No. 556/Kpts II/ 1997. Dalam hal ini dapat 

dikatakan bahwa lahan tersebut dimiliki oleh PT THL dengan kepemilikan 

secara tidak sempurna dimana mereka memiliki penguasaan untuk memiliki 

lahan tersebut beserta manfaatnya dengan kurun waktu yang telah ditentukan.  

Dengan demikian, pemilik benda memungkinkannya untuk bertindak 

hukum terhadap benda tersebut sesuai dengan keinginannya selama tidak 

adanya halangan syara’ serta menghalangi orang lain untuk bertindak hukum 

terhadap benda tersebut. Artinya, sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, 

dalam artian hanya dirinya yang berhak melakukan penguasaan, sehingga 

orang lain tidak bisa bertindak dan memanfaatkannya. Namun, yang terjadi di 

lapangan adalah oknum masyarakat sudah mengelola lahan secara sepihak 

dengan menggarap dan membuat pemukiman dengan tanpa izin dari PT 

Tusam Hutani Lestari. Setelah melihat keadaan di lapangan yang terjadi pada 
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lahan milik PT Tusam Hutani Lestari dan membandingkan dengan ketentuan 

yang diatur dalam konsep al-milkiyyah, kita bisa melihat apa yang telah 

dilakukan oleh oknum masyarakat itu tentu saja sudah melawan hukum.  

Perbuatan ini memberikan kemudharatan  kepada orang lain, syariat 

Islam tidak menginginkan adanya kemudharatan pada hamba, baik 

kemudharatan diri sendiri maupun orang lain, karena kemudharatan akan 

mendatangkan kezaliman kepada orang lain, sebagaimana disebutkan dalam 

hadist yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi: 

هُمَاَ قاَلَ  قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اضُلْمَ : حَدِيْثُ عَبْدِ ااِلله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اُلله عَن ْ

( رواه البخا ري)ظلُُمَاتُ يَ وُمَ الْقِيَامَةِ   

Artinya: Hadist Abdullah Bin Umar Radhiyallahu anhuma, dari nabi SAW, 

beliau bersabda “kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat 

kelak”. (HR.Bukhari)
79

 

Hadist diatas menjelaskan tentang agama Islam secara tegas melarang 

seseorang membahayakan diri sendiri dan tidak boleh seseorang 

membahayakan orang lain, baik pada jiwa, kehormatan dan hartanya. Dengan 

adanya perbuatan  pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat 

Kecamatan Pintu Rime Gayo dapat menyebabkan kamudharatan bagi orang 

lain. Hal ini bertentangan dengan konsep al-milkiyyah.  Kezaliman ini terjadi 

karena beberapa aspek: 

1. Memanfaatkan lahan dengan tidak adanya persetujuan instansi 

terkait, dan pemanfaatan ini telah menyalahi hukum. 

2. Meneruskan kepada anaknya, hal ini menimbulkan kemudharatan 

terhadap orang lain karena banyak masyarakat yang belum memiliki 

rumah pribadi, tetapi realitas lapangan terdapat beberapa masyarakat 

yang telah meneruskan kepada anaknya. 
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3. Tidak adanya ganti rugi setelah pihak masyarakat melakukan 

pemanfaatan lahan, sehingga menimbulkan kemudaharatan terhadap 

pihak PT Tusam Hutani Lestari. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari beberapa pembahasan terkait Pemanfaatan Lahan Milik PT Tusam 

Hutani Lestari Oleh Masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Dalam Konsep 

Al-Milkiyyah pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti akan menyimpulkan 

beberapa hal yaitu sebagai berikut: 

1. Penggarapan  dan pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat 

tidak memiliki izin dari pihak pemilik lahan, baik dari segi izin tertulis 

maupun tidak tertulis terkait pemanfaatan lahan tersebut. Masyarakat 

memanfaatkan lahan tersebut secara sepihak tanpa adanya kerja sama 

atau izin dari pemilik lahan. Lahan tersebut digunakan sebagai lahan 

pertanian dan membangun rumah untuk dijadikan tempat tinggal. 

2. Adapun tinjauan  dari konsep al-milkiyyah terhadap Pemanfaatan Lahan 

Milik PT Tusam Hutani Lestari Oleh Masyarakat Kecamatan Pintu Rime 

Gayo, belum sesuai dengan konsep al-milkiyyah karena dalam 

pelaksanaannya masyarakat memanfaatkan lahan secara sepihak dan 

tanpa adanya izin dari pemilik lahan,  masyarakat memanfaatkan lahan 

tersebut harus dengan adanya izin dari pemilik lahan, hal tersebut 

merupakan suatu perbuatan yang salah dan melawan hukum, karena 

memanfaatkan lahan yang bukan milik sendiri merupakan perbuatan 

yang dilarang dan bertentangan dengan konsep al-milkiyyah.
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka ada beberapa 

saran yang dapat penulis sampaikan pada penulisan karya ilmiah ini adalah: 

1. Untuk masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran untuk lebih 

memahami peraturan yang telah ditetapkan oleh Negara dan instansi 

terkait agar tidak lagi melakukan pemanfaatan lahan terhadap bentuk 

lahan karena status kepemilikan lahan adalah hak guna usaha yang masih 

di dalam tanggung jawab pihak PT, karena kedepannya masyarakat bisa 

dirugikan dari pemanfaatan lahan, karena bisa kapan saja pihak PT 

menggugat tanah tersebut. 

2. Kepada pihak PT Tusam Hutani Lestai diharapkan untuk dapat 

memanfaatkan dan mengelola lebih baik lagi sehingga lahan tersebut 

dapat dimanfaatkan secara menyeluruh dan berimplikasi terhadap 

kesejahteraan masyarakat. Serta hendaknya memberikan kesempatan 

kepada investor baik itu dari kalangan masyarakat maupun pihak lain 

yang ingin mengusahakan lahan. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti dapat memperluas 

penelitian tentang pemanfaatan lahan milik PT Tusam Hutani Lestari 

yang dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya diharapkan kepada para 

peneliti agar dapat lebih banyak menggali sumber-sumber atau referensi 

yang terkait agar dapat dilakukan penelitian secara menyeluruh 

(kompherensif) terkait pemanfaatan lahan dalam konsep al-milkiyyah.
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